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Abstrak: Representasi perempuan dalam struktur kekuasaan eksekutif di Indonesia, khususnya dalam Kabinet Merah
Putih 2024, menunjukkan dominasi kuat sistem politik patriarkal yang belum memberikan ruang yang setara bagi
perempuan. Meskipun Indonesia telah menerapkan kebijakan afirmatif di parlemen berupa kuota 30% untuk perempuan,
kebijakan serupa belum diterapkan di tingkat eksekutif. Akibatnya, pengangkatan perempuan dalam kabinet sangat
bergantung pada kehendak politik presiden dan bersifat simbolis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metode studi kasus, yang menganalisis bagaimana ketiadaan regulasi hukum berdampak langsung terhadap
kuantitas dan kualitas representasi perempuan. Temuan menunjukkan bahwa perempuan kerap ditempatkan di
kementerian non-strategis, mengalami tokenisme, dan tidak memiliki legitimasi kuat untuk mempengaruhi kebijakan.
Ketiadaan payung hukum membuat representasi perempuan menjadi tidak stabil, tidak berkelanjutan, dan rentan
terhadap perubahan politik. Dalam konteks keadilan gender, kondisi ini mencerminkan ketimpangan struktural yang
perlu diatasi melalui reformasi kelembagaan dan legislasi afirmatif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi
yang ketat dan mengikat untuk memastikan bahwa kehadiran perempuan bukan sekadar pelengkap kekuasaan, tetapi
sebagai aktor yang memiliki posisi strategis dan berdaya dalam proses pengambilan keputusan publik.
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Pohan political system that does not provide equal space for women. Although Indonesia has

Abstract: Women's representation in the executive power structure in Indonesia,

especially in the 2024 Red and White Cabinet, shows the strong dominance of a patriarchal
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similar policy has not been implemented at the executive level. As a result, the appointment
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vulnerable to political change. In the context of gender justice, these conditions reflect
structural inequalities that need to be addressed through institutional reform and

regulations to ensure that women are not merely present as a complement to power, but as

actors who have a strategic and empowered position in the public decision-making process.

Keywords: Women'’s Representation, Cabinet, Gender Justice, Patriarchy, Indonesian
Executive Politics.
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Pendahuluan

Keterwakilan perempuan dalam dunia politik telah menjadi isu yang krusial dalam
pembangunan demokrasi yang lebih inklusif. Sejak era reformasi, usaha untuk mencapai
kesetaraan gender dalam politik Indonesia terus meningkat. Salah satu manifestasi dari
komitmen tersebut adalah kebijakan afirmatif berupa kuota 30% representasi perempuan
di parlemen yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Namun, peraturan
serupa belum diterapkan dengan tegas di tingkat eksekutif, terutama dalam pembentukan
kabinet. Hal ini menimbulkan ironi dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia yang secara
resmi mengakui pentingnya kesetaraan, tetapi belum merealisasikannya sepenuhnya
dalam tatanan kekuasaan. Ketidakseimbangan ini nampak dalam pembentukan Kabinet
Merah Putih oleh Presiden Prabowo pada tahun 2024. Walaupun beberapa tokoh wanita
ditunjuk untuk mengisi posisi penting, penunjukan tersebut tidak didasarkan pada regulasi
yang memastikan keterwakilan yang berkelanjutan. Proses pemilihan anggota kabinet
masih sepenuhnya berada di tangan hak prerogatif presiden, tanpa adanya kewajiban
hukum untuk memperhatikan representasi gender secara seimbang. Sebagai hasilnya,
adanya perempuan dalam posisi eksekutif menjadi tidak stabil dan sangat dipengaruhi oleh
pilihan politik pemimpin negara. Dalam kerangka teori representasi, membedakan antara
representasi yang deskriptif dan substantif. Representasi deskriptif merujuk pada
keberadaan perempuan sebagai aktor politik dalam struktur kekuasaan, sementara
representasi substantif menekankan pada kemampuan mereka dalam memperjuangkan
hak-hak perempuan secara nyata (Hanna Pitkin, 1967).

Secara faktual, partisipasi perempuan dalam kabinet lebih bersifat simbolis dan
belum sepenuhnya memastikan dukungan terhadap masalah-masalah gender. Tanpa
adanya intervensi institusional yang kokoh, keterlibatan perempuan akan terus
terpengaruh oleh sistem patriarki yang sudah ada (Louise Chappell, 2002). Ketidakadaan
peraturan yang mengikat juga menghasilkan celah dalam wusaha institusionalisasi
kesetaraan gender di bidang eksekutif. Negara belum menjadikan keberadaan perempuan
dalam kabinet sebagai agenda struktural yang bersifat permanen. Sementara itu, di dalam
sebuah sistem demokrasi, keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan merupakan
kunci untuk mewujudkan tata kelola yang adil dan responsif. Tanpa landasan hukum yang
kuat, perempuan berisiko terus-menerus hanya menjadi pelengkap dalam struktur
kekuasaan negara, tanpa adanya ruang yang substansial untuk menyampaikan
kepentingan kolektifnya.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengapa hingga saat ini belum
terdapat payung hukum yang secara eksplisit mengatur keterwakilan perempuan dalam
kabinet. Penelitian ini berusaha untuk mengenali dampak dari tidak adanya regulasi itu
terhadap mutu representasi perempuan pada level eksekutif. Kabinet Merah Putih dipilih
sebagai contoh kasus karena mencerminkan secara nyata dinamika politik dalam
representasi gender di Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat
memberikan sumbangan bagi pembentukan kebijakan afirmatif yang lebih maju dan
berkelanjutan dalam mencapai kesetaraan gender di tingkat eksekutif.
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Tinjauan Pustaka
Teori Patriarki dalam Struktur Negara

Teori patriarki dalam ilmu politik dan kajian gender menyoroti bagaimana struktur
negara dan sistem pemerintahan sering kali diciptakan dan dijalankan berdasarkan nilai-
nilai yang maskulin. Menurut Sylvia Walby (1990), negara merupakan bagian dari institusi
patriarkal yang mempertahankan dominasi laki-laki melalui kebijakan, norma sosial, dan
proses pengambilan keputusan yang tidak ramah terhadap perempuan. Dalam konteks
representasi perempuan di eksekutif, absennya regulasi hukum yang secara eksplisit
mewajibkan keterwakilan gender dalam pembentukan kabinet menunjukkan bahwa
negara belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan keadilan gender. Negara seolah
mengabaikan fakta bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi
dalam kekuasaan dan mengambil peran penting dalam pengambilan kebijakan publik.
Dominasi maskulin dalam struktur pemerintahan ini memperkuat pandangan bahwa posisi
strategis lebih pantas diisi oleh laki-laki, sementara perempuan hanya menjadi simbol
keberagaman tanpa peran substansial dalam proses kebijakan. Oleh karena itu, teori ini
penting dalam menganalisis ketimpangan representasi perempuan dalam kabinet, serta
mengkritisi lemahnya komitmen negara terhadap kesetaraan struktural.

Teori Glass Ceiling

Konsep glass ceiling atau atap kaca merujuk pada hambatan-hambatan tak terlihat
yang menghalangi perempuan untuk mencapai posisi puncak dalam organisasi, termasuk
dalam lembaga pemerintahan. Morrison, White, dan Van Velsor (1987) menjelaskan bahwa
hambatan ini bukan bersifat formal seperti undang-undang yang melarang perempuan
berkuasa, melainkan bersifat kultural dan sistemik berakar pada stereotip, bias gender, dan
norma sosial yang menempatkan perempuan sebagai “pemimpin kedua”. Dalam konteks
kabinet, meskipun tidak ada aturan yang secara eksplisit membatasi jumlah perempuan,
kenyataannya partisipasi perempuan di posisi strategis tetap sangat rendah. Hal ini
menunjukkan bahwa glass ceiling masih menjadi kendala serius dalam mewujudkan
keterwakilan perempuan yang setara. Tidak adanya regulasi afirmatif juga memperburuk
situasi ini karena negara seakan membiarkan perempuan bersaing di medan yang tidak
seimbang. Dalam kasus Kabinet Merah Putih, kita dapat melihat bagaimana perempuan
hadir dalam jumlah terbatas dan posisinya cenderung simbolis, bukan hasil dari sistem
yang adil dan terencana. Teori ini menunjukkan perlunya reformasi struktural dan budaya
dalam dunia politik agar kepemimpinan perempuan tidak hanya menjadi pengecualian,
tetapi menjadi bagian dari norma.

Pendekatan Gender Mainstreaming

Pendekatan gender mainstreaming dikembangkan sebagai strategi global dalam
memperkuat kesetaraan gender melalui pengarusutamaan perspektif gender ke dalam
seluruh proses kebijakan dan pengambilan keputusan. Menurut UN Women (2001), gender
mainstreaming menuntut agar setiap kebijakan, program, dan institusi secara aktif
mempertimbangkan dampaknya terhadap laki-laki dan perempuan. Dalam konteks
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pembentukan kabinet, pendekatan ini berarti bahwa keterwakilan perempuan bukan hanya
soal kuantitas, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan. Tanpa pendekatan ini, kehadiran
perempuan hanya akan bergantung pada preferensi presiden atau elite politik, bukan pada
sistem yang menjamin partisipasi setara. Gender mainstreaming juga mendorong negara
untuk menyusun regulasi dan kebijakan afirmatif yang menjadikan representasi
perempuan sebagai bagian permanen dari sistem pemerintahan. Dalam hal ini, Indonesia
masih belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan ini di level eksekutif, terlihat dari tidak
adanya kewajiban hukum bagi presiden untuk mengakomodasi keterwakilan gender dalam
kabinet. Oleh karena itu, pendekatan ini penting untuk digunakan dalam menganalisis
dinamika representasi perempuan di eksekutif dan bagaimana negara seharusnya
bertindak lebih progresif dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus,
karena ingin memahami lebih dalam bagaimana keterwakilan perempuan terjadi dalam
Kabinet Merah Putih tahun 2024. Studi kasus dipilih karena bisa memberikan gambaran
yang mendalam tentang konteks politik, proses pembentukan kabinet, dan alasan di balik
minimnya perempuan di posisi strategis (Yin, 2003).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumentasi, yaitu mengkaji
dokumen-dokumen resmi seperti pengumuman susunan kabinet, pidato presiden, berita
media, dan data dari lembaga pemerintah atau organisasi masyarakat sipil yang berkaitan
dengan representasi perempuan di lembaga eksekutif. Penelitian ini juga melakukan
analisis wacana untuk melihat bagaimana isu keterwakilan perempuan dibicarakan dan
dibingkai oleh aktor-aktor politik, media, dan institusi negara.

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan pendekatan tematik, yakni dengan
mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan teori yang
digunakan, misalnya tema tentang dominasi laki-laki dalam struktur kekuasaan, hambatan
tidak langsung bagi perempuan (glass ceiling), dan absennya aturan hukum yang
melindungi representasi perempuan. Dengan cara ini, penelitian bisa menunjukkan
bagaimana keterwakilan perempuan di kabinet masih dibatasi oleh sistem politik yang
belum sepenuhnya adil dan responsif terhadap kesetaraan gender.

Hasil dan Pembahasan
Minimnya Representasi Perempuan dalam Kabinet sebagai Refleksi Sistem Politik yang
Maskulin

Minimnya keterwakilan perempuan dalam Kabinet Merah Putih bukan hanya
mencerminkan kurangnya perhatian negara terhadap isu kesetaraan gender, tetapi juga
menandakan masih kuatnya struktur politik Indonesia yang dibentuk dan dijalankan dalam
kerangka nilai-nilai maskulin. Ketimpangan ini bukan sebatas soal kuantitas perempuan di
posisi eksekutif, melainkan memperlihatkan bagaimana sistem secara struktural gagal
menciptakan ruang partisipasi yang adil. Dalam Kabinet Merah Putih, perempuan
cenderung ditempatkan pada kementerian yang dianggap tidak strategis, seperti PPPA
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atau Pariwisata, sementara kementerian utama yang menentukan arah ekonomi,
pertahanan, dan politik nasional tetap didominasi oleh laki-laki. Ini menegaskan bahwa
negara belum benar-benar memasukkan prinsip kesetaraan sebagai elemen fundamental
dalam pembentukan kekuasaan.

Menurut teori patriarki yang dikembangkan oleh Sylvia Walby (1990), negara
merupakan bagian dari institusi sosial patriarkal yang secara aktif melanggengkan
dominasi laki-laki melalui norma, kebijakan, dan struktur kekuasaan. Dalam konteks ini,
tidak adanya kebijakan afirmatif di level eksekutif menunjukkan bahwa negara Indonesia
masih membiarkan bias struktural terhadap perempuan terus berlangsung. Ketika sistem
politik tidak secara eksplisit menciptakan mekanisme partisipasi yang setara, maka yang
terjadi adalah normalisasi atas dominasi laki-laki dalam setiap aspek pengambilan
keputusan.

Pendapat tersebut sejalan dengan temuan dari Joni Lovenduski (2005), yang
mengemukakan bahwa institusi politik cenderung menetapkan agenda dan norma perilaku
yang berorientasi pada kepentingan maskulin. Bahkan saat perempuan berhasil masuk ke
dalam sistem, mereka harus menyesuaikan diri dengan pola pikir dan struktur yang sudah
tidak inklusif sejak awal. Di Indonesia, belum adanya kewajiban hukum terhadap
representasi perempuan di kabinet memperkuat fakta bahwa keberadaan perempuan
masih diposisikan sebagai elemen tambahan, bukan sebagai kebutuhan struktural.

Hal ini diperparah oleh hambatan budaya dan institusional yang saling memperkuat
satu sama lain. Seperti dijelaskan oleh Krook dan Mackay (2011), sistem politik yang tidak
mengalami reformasi struktural cenderung mengabaikan keterlibatan perempuan dan
menempatkan mereka dalam posisi yang tidak berdaya secara politik. Akibatnya,
perempuan yang ditunjuk cenderung berfungsi sebagai simbol keterlibatan semata, bukan
aktor kebijakan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, minimnya representasi perempuan
bukan hanya menjadi tanda lemahnya komitmen politik terhadap kesetaraan gender, tetapi
juga menjadi cermin dari sistem kekuasaan yang belum berpihak pada prinsip inklusivitas
dan keadilan representatif.

Politik Simbolik dalam Penunjukan Perempuan: Tokenisme dalam Struktur Kekuasaan
Eksekutif

Penunjukan perempuan dalam Kabinet Merah Putih tampak lebih didorong oleh
kebutuhan simbolik ketimbang komitmen struktural terhadap kesetaraan gender. Dalam
konteks ini, muncul praktik tokenisme, yaitu ketika individu dari kelompok minoritas
hanya ditampilkan untuk memberikan kesan inklusif, padahal secara substansial tidak
diberi ruang untuk mempengaruhi kebijakan. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh
Rosabeth Moss Kanter (1977), yang menjelaskan bahwa dalam lingkungan yang didominasi
kelompok mayoritas, kehadiran minoritas dalam jumlah sangat kecil justru memperkuat
stereotip dan keterbatasan mereka. Fenomena ini sangat relevan dalam konteks Kabinet
Merah Putih, di mana perempuan hadir tetapi dalam jumlah terbatas dan ditempatkan pada
posisi yang cenderung pinggiran secara politik.
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Tokenisme menjadi problematik karena alih-alih menciptakan perubahan struktural,
kehadiran perempuan justru dimanfaatkan untuk menunjukkan bahwa sistem sudah
inklusif, padahal kenyataannya tidak demikian. Franceschet dan Piscopo (2008) menyebut
bahwa perempuan yang hadir dalam posisi simbolik sering kali tidak diberikan akses
terhadap sumber daya, jaringan, atau ruang diskusi yang memungkinkan mereka
mempengaruhi agenda pemerintahan. Akibatnya, keberadaan mereka justru memperkuat
ketimpangan karena sistem tidak benar-benar berubah, hanya tampak berubah di
permukaan.

Lebih jauh, Childs dan Krook (2009) menunjukkan bahwa tokenisme menimbulkan
tekanan ganda bagi perempuan di kabinet. Di satu sisi, mereka dituntut untuk mewakili
kepentingan gender dan kelompok marjinal, tetapi di sisi lain mereka tidak diberi
dukungan kelembagaan yang cukup untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan
agenda tersebut. Tanpa adanya sistem yang menjamin keamanan politik dan legitimasi
struktural, perempuan dalam kabinet berpotensi besar menjadi aksesoris politik semata,
bukan sebagai agen perubahan yang membawa dampak nyata.

Dalam konteks politik Indonesia, absennya regulasi atau kebijakan afirmatif untuk
eksekutif memperbesar potensi tokenisme ini. Tanpa aturan hukum yang mengikat,
representasi perempuan sangat bergantung pada kehendak politik presiden atau elite
partai, yang bisa berubah sewaktu-waktu. Ini berarti, bahkan jika pada suatu periode
jumlah perempuan meningkat, hal tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan
sistem, karena tidak ada jaminan keberlanjutan. Oleh sebab itu, representasi simbolik ini
justru menjadi penghalang terselubung bagi keterlibatan perempuan yang sejati. Tanpa
struktur yang mendukung, kehadiran perempuan akan terus dimaknai sebagai "penghias
demokrasi", bukan sebagai subjek yang berdaya dalam politik eksekutif.

Absennya Payung Hukum Berdampak Pada Jumlah maupun Peran Substantif
Perempuan.

Ketidakadaan payung hukum yang mengikat terkait representasi perempuan dalam
kabinet, seperti yang terlihat pada pembentukan Kabinet Merah Putih, berpengaruh besar
pada dua aspek utama: jumlah perempuan yang menjabat sebagai menteri dan peran nyata
mereka dalam proses pengambilan kebijakan. Tanpa adanya peraturan yang tegas,
penunjukan menteri perempuan sepenuhnya tergantung pada wewenang presiden. Ini
menimbulkan ketidakpastian dan kemungkinan perubahan jumlah, di mana kehadiran
perempuan dapat menjadi sekadar simbolik atau tambahan politik, bukan hasil dari
komitmen kelembagaan yang kuat terhadap kesetaraan gender. Selanjutnya, tanpa dasar
hukum yang solid, fungsi mereka berisiko gagal dalam mencapai representasi yang berarti,
yaitu kemampuan untuk secara proaktif memperjuangkan kepentingan perempuan dan isu
gender dalam agenda eksekutif.

Tidak adanya regulasi yang mengikat membuat jumlah perempuan dalam kabinet
sangat tergantung pada preferensi pribadi atau pertimbangan politik presiden, alih-alih
sebagai hasil dari komitmen institusional. Hal ini dapat menyebabkan perubahan jumlah
dan menjadikan keberadaan perempuan sebagai "tambahan" semata. Dalam konteks
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demokrasi kontemporer, representasi deskriptif, yaitu keberadaan anggota kelompok
tertentu (dalam hal ini perempuan) di lembaga politik, sering dianggap sebagai langkah
awal menuju representasi yang lebih bermakna. Akan tetapi, jika representasi deskriptif ini
tidak didasari oleh pengaturan hukum yang kokoh, seperti kuota atau mandat, jumlahnya
dapat menjadi sangat fluktuatif. Penelitian menunjukkan bahwa di negara-negara tanpa
kebijakan afirmatif yang jelas untuk eksekutif, jumlah perempuan dalam kabinet cenderung
lebih rendah dan lebih tidak stabil dibandingkan dengan negara yang memiliki regulasi
(Dahlerup & Freidenvall, 2020).

Fenomena ini menunjukkan bahwa tanpa dasar hukum, jumlah perempuan yang
diangkat dalam kabinet lebih bersifat anomali atau sementara daripada merupakan hasil
dari komitmen struktural. Kebijakan kuota di parlemen telah berhasil meningkatkan
representasi perempuan secara signifikan, tetapi tantangan yang sama masih ada di tingkat
eksekutif akibat kurangnya kerangka hukum yang serupa. Tanpa "pintu masuk" yang
dijamin secara hukum, perwakilan perempuan dalam kabinet akan tetap menjadi objek
negosiasi politik dan bukan hal yang pasti. Walaupun terdapat kenaikan jumlah wanita
dalam kabinet pada beberapa periode, seperti yang terlihat pada Kabinet Merah Putih
dengan berbagai penunjukan, namun peningkatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai
praktik yang terinstitusionalisasi tanpa adanya dasar hukum yang mewajibkannya. Dengan
kata lain, penunjukan itu mungkin hanya mencerminkan goodwill politik presiden, yang
sangat mungkin berubah di pemerintahan selanjutnya jika presiden mempunyai prioritas
yang berbeda (Effendi & Surbakti, 2019). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa
tokenisme, di mana sedikit individu dari kelompok minoritas dilibatkan tanpa kekuatan
yang nyata, sering muncul dalam struktur kekuasaan tanpa adanya mandat yang tegas
(Kanter, 2019).

Konsekuensi yang lebih penting dari tidak adanya payung hukum adalah
terhalangnya peran signifikan perempuan dalam kabinet. Apabila keberadaan mereka
hanya untuk memenuhi kuota simbolis atau berfungsi sebagai 'pelengkap’, kapasitas
mereka dalam mengangkat isu-isu gender ke dalam kekuasaan, mempengaruhi kebijakan,
dan memperjuangkan hak-hak perempuan sangat terbatas. Mereka mungkin tidak
memiliki legitimasi atau kekuatan negosiasi yang memadai untuk melawan struktur
patriarki atau memastikan sudut pandang gender terintegrasi dalam setiap kebijakan.
Representasi substantif berkaitan dengan seberapa efektif wakil, tanpa memperhatikan
identitas deskriptifnya, dapat memperjuangkan kepentingan kelompok yang diwakilinya
(Pitkin, 1967). Akan tetapi, banyak riset mengindikasikan bahwa representasi deskriptif
sering kali merupakan syarat penting untuk representasi substantif, terutama bagi
kelompok yang kurang terwakili seperti perempuan (Childs & Krook, 2018). Saat
perempuan ditunjuk tanpa adanya mandat hukum yang solid, posisi mereka mungkin
menjadi lebih rendah dalam struktur kekuasaan. Mereka mungkin menghadapi "dilema
ganda" di mana mereka diharapkan mewakili kepentingan perempuan, tetapi tidak
diberikan sumber daya atau akses terhadap posisi kekuasaan yang cukup untuk
melaksanakannya (Mansbridge, 2020).
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Keterlibatan perempuan dalam kabinet di negara-negara berkembang menunjukkan
bahwa tanpa adanya kerangka kelembagaan yang mendukung, menteri perempuan sering
kali "terperangkap" dalam portofolio tradisional yang dianggap "lunak" atau "feminim"
(seperti urusan sosial, pendidikan, pemberdayaan perempuan), dan jarang menjabat
portofolio utama yang mengatur kebijakan ekonomi atau keamanan (O'Brien, 2021).
Walaupun terdapat beberapa pengecualian di Kabinet Merah Putih, kecenderungan ini
harus diperhatikan dengan baik. Tanpa adanya mandat hukum, penempatan perempuan
dalam kabinet bisa lebih dipengaruhi oleh stereotip gender dibandingkan dengan
kemampuan atau kapasitas mereka untuk menghasilkan perubahan yang berarti di sektor-
sektor strategis. Di Indonesia, meskipun ada sejumlah perempuan yang menjabat sebagai
menteri, pelaksanaan kebijakan afirmatif di parlemen tetap mengalami kendala dalam
memastikan perempuan yang terpilih mampu mengartikulasikan dan memperjuangkan isu
gender secara efisien. Tantangan ini semakin buruk di level eksekutif, di mana proses
pengambilan keputusan lebih terfokus dan tanpa adanya kewajiban hukum, keterlibatan
perempuan bisa menjadi sekadar "aksesori" politik dibanding agen perubahan yang berarti.
Meski perempuan berhasil menjabat di posisi penting, mereka bisa mengalami penolakan
dari budaya organisasi yang dikuasai pria atau minimnya dukungan dari rekan, yang
diperburuk oleh tidak adanya kerangka hukum yang memberikan mereka legitimasi dan
kekuatan tawar.

Keterwakilan Perempuan di Kabinet Mencerminkan Keadilan Gender Jika Tanpa Dasar
Hukum Yang Kuat

Keterwakilan perempuan di kabinet, walaupun secara jumlah mungkin ada, tanpa
landasan hukum yang solid pada hakikatnya tidak menggambarkan keadilan gender yang
sesungguhnya. Keadilan gender bukan hanya persoalan jumlah atau keberadaan
perempuan, tetapi juga mengenai kesetaraan dalam akses, kesempatan, partisipasi, serta
pengendalian sumber daya dan pengambilan keputusan. Ketika penempatan perempuan
dalam kabinet sepenuhnya tergantung pada keputusan politik presiden tanpa adanya
kewajiban hukum, hal tersebut menghasilkan keterwakilan yang lemah, bersifat
diskresioner, dan mudah berubah. Keadaan ini sangat bertentangan dengan prinsip
keadilan gender yang mengharuskan adanya sistem yang adil dan berkelanjutan, bukan
sekadar "kontribusi” politik yang dapat dicabut kapan saja. Keadilan gender melibatkan
lebih dari sekadar jumlah perempuan di dalam kabinet. Apabila penunjukan tersebut tidak
diatur oleh hukum, perempuan dapat dianggap hanya sebagai simbol, bukan sebagai agen
perubahan yang memiliki kekuatan.

Konsep keadilan gender, khususnya dalam konteks politik, lebih dari sekadar
representasi yang bersifat deskriptif. Menurut Young, keadilan bukan hanya berkaitan
dengan distribusi sumber daya, melainkan juga mengenai pengakuan dan partisipasi yang
setara dalam proses pengambilan keputusan (Young, 2020). Tanpa landasan hukum yang
kuat, kehadiran perempuan di kabinet cenderung hanya menjadi simbolis atau tokenisme.
Dengan kata lain, keberadaan mereka berperan sebagai simbol "inklusi" tanpa benar-benar
memiliki kemampuan untuk mempengaruhi agenda dan kebijakan secara signifikan
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(Freidenvall & Sundstrom, 2021). Penempatan wanita di posisi tinggi tanpa dukungan
struktural yang solid dapat menghasilkan apa yang disebut "representasi ilusi." Walaupun
tampak ada perempuan dalam kabinet, tanpa dasar hukum, mereka mungkin kekurangan
kekuatan politik untuk menantang norma-norma patriarki atau mendukung kebijakan
yang peka gender. Ini sejalan dengan pendapat Chappell, yang menekankan bahwa
institusionalisasi adalah kunci untuk mencapai keadilan gender yang berkelanjutan, bukan
hanya tindakan sesekali (Chappell, 2019).

Tanpa adanya landasan hukum, posisi perempuan di kabinet menjadi tidak kokoh.
Dapat berubah kapan saja tergantung pada presiden, tidak ada jaminan kesinambungan
komitmen terhadap kesetaraan gender di eksekutif. Keadilan gender yang hakiki
membutuhkan keberlanjutan dan ketepatan. Tanpa dasar hukum, komitmen terhadap
representasi perempuan di kabinet sangat tergantung pada kemauan politik presiden,
bukan merupakan kewajiban institusi. Kebijakan afirmatif yang diinstitusikan melalui
perundangan menawarkan kepastian dan mengurangi risiko variasi representasi (Holli,
2018). Ketidakhadiran landasan hukum berarti tidak adanya sistem akuntabilitas yang tegas
jika partisipasi perempuan tiba-tiba menyusut secara signifikan di kabinet selanjutnya. Di
sejumlah negara demokrasi yang telah mengimplementasikan kebijakan kuota atau mandat
hukum untuk eksekutif, seperti di beberapa negara Nordik atau Amerika Latin, tampak
bahwa jumlah dan posisi perempuan di dalam kabinet biasanya lebih stabil dan meningkat
(Franceschet, 2022). Ini berbeda dengan kondisi di mana penunjukan bersifat diskresioner,
yang mana keterwakilan perempuan dapat meningkat atau menurun secara drastis antar-
kabinet bergantung pada preferensi pemimpin. Legislasi merupakan sarana paling ampuh
untuk mengubah praktik politik dan menjamin kesinambungan agenda kesetaraan gender
dalam tatanan pemerintahan.

Keadilan gender juga berkaitan dengan proses. Jika penunjukan hanya hak
prerogatif presiden, itu tidak mencerminkan proses yang adil dan melibatkan banyak pihak
dalam pemilihan pemimpin yang beragam. Keadilan gender juga meliputi unsur keadilan
dalam prosedur dan partisipasi. Rawls, walaupun mengutamakan keadilan distributif,
menyoroti signifikansi prosedur yang adil untuk mencapai hasil yang adil (Rawls, 2020).
Dalam konteks ini, tidak adanya regulasi hukum yang mengatur tentang representasi
perempuan di kabinet menunjukkan bahwa proses penunjukan tidak jelas atau
bertanggung jawab dari sudut pandang gender. Penunjukan dapat didasarkan hanya pada
pertimbangan politik, tanpa memperhatikan kemampuan perempuan untuk mewakili
konstituen yang lebih luas atau menghadirkan perspektif gender yang kritis (Fry, A. D.,
2021). keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan tidak sekadar keberadaan
fisik, melainkan juga mengenai kemampuan mereka untuk menentukan agenda dan
mempengaruhi hasil. Saat perempuan di kabinet tidak memperoleh dukungan dari mandat
hukum, mereka bisa mengalami kesulitan yang lebih besar dalam membentuk koalisi atau
mengusulkan isu-isu yang dianggap di luar "portofolio tradisional” mereka, sehingga
mengurangi dampak substantif yang bisa mereka miliki . Hal ini menunjukkan bahwa
tanpa landasan hukum yang kokoh, perempuan dalam kabinet berpotensi hanya menjadi
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"aksesoris" yang menempati jabatan, bukannya pelaku politik yang benar-benar
memberdayakan keadilan gender melalui keterlibatan dan pengaruh yang berarti.

Simpulan

Keterwakilan perempuan dalam struktur eksekutif Indonesia, khususnya dalam
konteks Kabinet Merah Putih 2024, menunjukkan realitas politik yang masih didominasi
oleh sistem patriarki dan nilai-nilai maskulin. Meskipun telah terjadi kemajuan dalam
partisipasi politik perempuan di parlemen melalui kebijakan kuota 30%, hal serupa tidak
berlaku dalam ranah eksekutif. Tidak adanya landasan hukum yang mengatur secara tegas
representasi perempuan dalam pembentukan kabinet mengakibatkan ketidakkonsistenan
dan ketidakpastian dalam jumlah serta peran perempuan dalam kekuasaan.

Penelitian ini menemukan bahwa perempuan dalam kabinet kerap hanya berfungsi
sebagai representasi simbolik atau tokenisme, tanpa diberi ruang dan kekuatan yang cukup
untuk mempengaruhi agenda kebijakan secara signifikan. Penunjukan mereka lebih banyak
didasarkan pada pertimbangan politik pragmatis dan diskresi presiden, bukan karena
adanya sistem yang menjamin keadilan dan inklusivitas. Hal ini mencerminkan masih
kuatnya glass ceiling hambatan tak kasat mata yang membatasi perempuan untuk
menempati posisi strategis dalam pengambilan keputusan negara.

Dalam konteks teori representasi, posisi perempuan dalam kabinet masih sebatas
representasi deskriptif dan belum menyentuh aspek substantif. Keberadaan mereka belum
menjamin bahwa isu-isu gender akan menjadi prioritas dalam kebijakan publik. Minimnya
regulasi yang mewajibkan keterwakilan perempuan menyebabkan representasi mereka
bersifat fluktuatif, tergantung pada goodwill pemimpin politik. Ini menciptakan
kerentanan bagi perempuan sebagai agen perubahan, yang tidak memiliki jaminan
keberlanjutan posisi atau pengaruh dalam proses pemerintahan. Lebih jauh, ketidakhadiran
regulasi hukum juga mencerminkan ketidakadilan prosedural dan struktural dalam sistem
politik Indonesia. Dalam pandangan keadilan gender, sekadar menghadirkan perempuan
dalam struktur kekuasaan tanpa menjamin partisipasi setara dan dukungan institusional,
tidaklah cukup. Perempuan tetap berada dalam posisi rentan, tanpa legitimasi dan
kekuatan negosiasi yang memadai untuk memperjuangkan isu-isu strategis.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan gender yang sejati dalam
pemerintahan, Indonesia membutuhkan reformasi kelembagaan yang meliputi
penyusunan regulasi afirmatif di tingkat eksekutif. Regulasi ini harus mampu menjamin
tidak hanya kuantitas, tetapi juga kualitas dan stabilitas representasi perempuan. Hanya
dengan demikian, perempuan dapat bertransformasi dari pelengkap simbolik menjadi
pengambil kebijakan yang sejajar dan berdaya dalam struktur pemerintahan.
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